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hubungan sipil militer (HSM) di Indonesia dalam kerangka
berdemokrasi, kian menguat, mengikuti terjadinya kebangkitan
demokrasi di berbagainegara pasca-otoriteryang ditandai oleh
berlangsungnya pergantian kekuasaan di berbagai negara itu.
Munculnya fenomenagugatanbertubi-tubi oleh para aktivis pro
demokrasiyang terarahke tubuh tentara(TNI), nampaknya,telah




wacanahubungan sipil-militer dalam demokrasi. Mengapa arah
gugatansenantiasadialamatkanpadamiliter?














ini pun, sepertieskalasikonflik dan kekerasanbaik yang bersifat









di atas masih kontroversial dan belum terbongkar secarajelas,




Arie Sujito, Geralam Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi
dimaklumidandipahami.Sejumlahbuktimengenaiekspresikekerasan
aparatbersenjataselamaini telah menjadi ingatan kolektif yang
mengenaskan,yangdengansendirinyamenyebabkankeprihatinandan





main berdemokrasi. Inilah, nampaknya,pekerjaanbesar sebagai
agendastrategisbangsaIndonesiayangmasihproblematikhinggahari
ini.







Belukar Militerisasi dan Militerisme
Secarakonseptual, struktur politik yang demokratis selalu
ditandai oleh adanya supremasi sipil, dimana militer harus
mengabdikandiri secaraprofesionalpadakeputusan-keputusanpolitik
sipil. Sebagaialatnegara,militerharusdibawahkendalidan kontrol
masyarakatsipil yang direpresentasimelalui keberadaanlembaga
perwakilan rakyat. Kebijakan atau berbagai keputusan dalam
penggunaandan mobilisasi instrumen kekerasanterkait dengan
permasalahanpertahanannegaramaupun keamananmasyarakat,
merupakanprodukpolitik,dankarenanyasudahsemestinyadiproses




oleh mekanismepertanggungjawabanke publik secaratransparan.

















terjadi di Indonesiajustru sebaliknya.Militerlah yang cenderung
mendominasicivilsociety.Ini dapatdirunutdari pengalamanpanjang
ketika Orde Baru berkuasa, dimana aparat bersenjatalah yang
mempengaruhidanmendeterminasiprosespolitikdi tingkateksekutif
maupun legislatif. Fakta-fakta yang dapat memperkuattesis itu
sedikitnyabisadilacakdalamdua arenapenting.
Pertama,di tingkatnegara.Selamaini eksistensibirokrasi dan
partaipolitiksecaraeksesifterbuktidi bawahbayang-bayangpengaruh
militer,baikterwujuddi levelnilai,strukturorganisasisampaiperilaku
dan sikap yang terbangundi dalamnya.Kondisi yang demikian
berimplikasipada kecenderunganperformancebirokrasiyangsangat
lIangkuhdan angker.1IBirokrasimudahterjerumuspadapenempatan



















































secarateoritis.Mengikuti ulasandari Andrew Ross (1987)misalnya,
dapatdijadikan rujukanpenting.Ross mencatatbahwa militerisasi
merupakansebuahprosesyan&bisamengarahpadamiliterisme,dan
keduanya saling berkaitan. Titik temu antaramiliterisasi dan
militerismeini terletakpada aspekpemujaanterhadappeperangan
dan persiapan perang . Artinya, berbagai aktivitas sosial dalam
masyarakatmengarahataudirancangmenujuke perang.Persiapan
perang itu didesain sebagaiperangkat pertahanan (defence)dan
pencegahan,entaholehnegara,masyarakatataukelompok-kelompok
sosial.Akan tetapi,yangjugapentingdi sini,mengikutipikiranShaw
(1993),militerisme secarasederhanaberwujud dalam pengaruh
organisasi,nilai dan ide-idemiliter ke dalamstruktursosialsebagai
akibatmiliterisasi.7
Ekspresi Militerisasi Tingkat Lokal
Jika direHeksikan pengalaman empiris di tingkat lokal,
menunjukkanbahwamiliterisasidanmiliterismeterbuktimasihcukup







ini masihdominan dalam mengaturroda pemerintahandi tingkat
AndrewRoss(1987).'DimensionsofMiliterisationinTheThirdWorld.'ArmedForces
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kecamatan.Banyakcampur tanganatasberbagaisendi kehidupan
masyarakat,dan eksistensinyanyaris tanpakontrol dari wargasipil.
Hal ini disebabkanpenempatanstrukturpemerintahkecamatanhanya





Bahkanditemukanpula, Tripika ini meluasmenjadilembaga
penanggungjawabpemerintahan,keamanandanketertibandi seluruh
wilayah kecamatan.Sehingga,ketiga institusi justru melakukan
pengendalianterhadapmasyarakat.Bentuk-bentuksurat perijinan
yanghamsdilewatimelaluiketigainstitusiini merupakancontohnyata
pengendalian Tripika terhadap masyarakat, misalnya dalam
pembuatanSurat KeteranganKelakuan Baik (SKKB). Di samping
sebagaisaranakontrol,aktivitassepertiini menjadilahanatausumber
uangbagipembiayaanmasing-masinginstitusi.lO
Dengan kata lain, akar dominasi militer bisa dilacak dalam
kenyataanempirisbahwasejarahpolitikordebaruselalumenempatkan
tentarapadaposisialatkekuasaanyangmempunyaimplikasiterhadap
tugas yang diembannya, yaitu tidak saja mengurusi masalah
pertahanan,tetapiekspansifkewilayahsosialpolitik.Kendatipunpada
awalnya dibalut oleh pengabdian pada rakyat, tetapi dalam
perkembangan selanjutnya motif kekuasaan menjadi tak
terhindarkan.ll
Bahkan, tidak sajaperan sosial politik yang merasuksecara
ekspansifsebagairesikomiliterisasi,tetapijuga masukpadawilayah
ekonomi yang berbentuk premanisme.Bukti-bukti di lapangan



















yang ditandai denganmerosotnyakapasitasatau kesadaran
masyarakatuntukmandiri.
Di luar itu semua,fenomenayangcukuprawandari resiko































kontrak baru secara bersama dan sekaligus momentum awal bagi
perombakan struktur dan kultur politik secarasubstansial.Di dalam







































keamananyang merupakanotoritas kepolisian. Sebaliknyapula,
kepolisian yang semestinyamerupakan kekuatan sipil malahan
mengalamimiliterisasi.Sehinggawatakkekerasanlebihmelekatdalam
tubuhkepolisiandibandingdayapersuasidan normahukum ketika
menyelesaikankonflik atausengketadi tubuh masyarakat.Bahkan,

























JabatanMenteri Pertahanandari kalangansipil dimulai oleh Prof.Dr. Juwono
Sudarsono,kemudiandigantikanProf.Dr.MahfudMD, danberIanjutpadaMathori
Abdul DJalil di masapemerintahanMegawati.
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dari panggungpolitik itu selalumendapatkantantangandan reaksi
keras,yangbukan sajaberasaldari militersemata,namunjuga oleh
politisi-politisi sipil pro statusquo.Kepentingankonservatifmasih
mengisikelompok-kelompokstrategisdi parlemen,dimanasisa-sisa
kekuatanlama hadir sebagaiagenpenghambatsignifikan untuk
perubahandi eratransisidemokrasi.Pengalamandemikiannyarissarna
denganapayangdiungkapkanLinz dan Stepan(1996),bahwamasa
transisiyang semestinyadiikuti konsolidasisipil dihadapkanpada
benturanpadakekuatan-kekuatanlamayangmasihberupayamenjaga
kekuasaannya.20Faktanya,benturan-benturankebijakanitukianterasa
menyakitkan,saatdimanaGus Dur pun akhirnyagagalmelakukan
pelembagaanpolitik karena ia terjerembabpada personifikasi
kekuasaanmelaluigayaonemanshow.Drama"Buloggate"telahtelah
menjadi pintu perangkap dalam mengakhiri kekuasaannya.21
Disanalah yang menjadi penyebab,mengapareformasi akhimya
dianggap"mandul", karenatidak berhasilmenghancurkanbarisan
neo-orbayangmasihberkeliarandi berbagaiarena.Tidak berlebihan


















Negarapada tanggal24-25Januari2001perIu untuk dipahami.Bahkanlangkah
kemajuanyangperIudicatatpulaadalah,penghilanganjabatanKaster(kepalaStaf
Teritorial)miIiteryangsaatterakhirdijabatolehLetnanJenderalAgusWijoyo,yang
kemudiandipromosikanmenjadiWakil KetuaMPR menggantikanHari Sabarno.
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terhadaptimrunding,tindakanterorterhadapmasyarakatsipil Aceh
(rnahasiswa,aktivisLSM danperstelah)dapatdijadikanbuktipenting





rnasihmisterius,juga kian menguatkankeyakinanbahwa berbagai
strategikekerasanpolitik di Indonesiamasihdemikianbesardi era
£ . . .26relormaslffil.
KasusmutakhiryangmenunjukkanketidakseriusanMegawati
rnengurangidominasimiliterdalammemperlakukantuntutandaerah,




daerah militer (KODAM) Iskandar Muda.27Kebijakansepertiini
dianggapbeberapakalanganmerupakanlangkahmundur dan tidak
populer. Mengapa?Pendirian KODAM IskandarMuda dilakukan,























Secarateoritis, demokratisasidan desentralisasitidak akan
operasionaljika tidakdiikuti demiliterisasi.Karenatransisidemokrasi
yangdiupayakandi Indonesiamasihmewarisiguritamiliterisasiyang
berakarkuat dalam rezim otoritarian(Orde Barn)sebelumnya.ltu






nampaknyaperIu untuk didesentralisirke daerah.Bahkanke secara
substansialmampumelibatkankontrolsipil,sebagaimanadiilustrasikan
dalam awal tulisan ini. Kendatipun saat ini militer mengalami
delegitimasioleh masyarakatdan tuntutan supremasisipil mulai
menguat,tetapimiliter sebenarnyamasihpowerfulldan hegemonik31
yangsoot dikontrol institusidemokrasidan masyarakatsipil secara
umum.
Salah satu prioritas strategi dasar demiliterisasi untuk
menghilangkan hegemoni di tingkat bawah adalah bagaimana
membatasirnanginstrumenmiliteritu sendiri,yangsampaisaatini
29













Komando teritorial ini meliputi Korem (resort),Kodim (kabupaten),Koramil
(kecamatan)sampaidenganBabinsa(desa)
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masih beroperasi secaraefektif. Keberadaan komando teritorial
(Koter)32sebagaibasiskekuasaantentara(AD) di wilayahbawahyang
merasuksecarabirokratisdalamkehidupanmasyarakatsipil.Di zaman
Orde Barn,strukturteritorialdipolitisir oleh penguasamenghadapi
parapenentangnya(kelompokpro demokrasiyangoposisiterhadap
pemerintah),dimana TNI digunakan untuk melakukan tindakan
represif terhadap elemen-elemen masyarakat yang dianggap
bertentangandenganpemerintah.Karenanya,strukturteritoriallebih
banyakmemainkanperansebagaifungsi pemerintahandan politik
ketimbangpertahanan,padahal konsep awalnya didesain untuk
pertahananteritorialnegara.Olehkarenaitu,sebagaialtematifpenting
mengenaikeberadaankomandoteritorialbarangkaliperIu dilakukan,
yakni mengembalikanmiliter institusikomandoteritorialke barak-
barakmiliter,karenapadaprinsipnyatentaraitu harusmobile,bukan
menduduki(menguasai)wilayahdari kantor.33ltu berartikeberadaan
komandoteritorialmenjaditidak relevanlagi, dan perIu dibubarkan
karenajusternmenjadihambatankemandiriandan supremasisipil.
Selain itu, ketidakpercayaanpublik pada militer yang terus
menguatdi masatransisisepertisaatini,tampaknyabelumbisamenjadi
modal kuat untuk merubah militer praetorian menjadi militer
profesiona134,dansekaligusmembawamiliterdariarenasosial-ekonomi-
33 Liliat kristalisasirisetIRE dalamNaskilhAkildemik,"RekonseptualisasiHankamdan
HubunganSipil-MiliterDalamKerangkaDemokratisasidanDesentralisasi",disiapkan
olehSutoroEko,ArieSujitodanAAGN Ari Dwipayana(Institutefor Reseachand
Empowerment,Yogyakarta,2001)
34 Militer profesional,menurutHuntington(1957),mempunyaitiga ciri menonjol.
Pertama,ciri utamanyaadalahkeahlian,dimanamiliter memiliki keahliandan





perwira dan komandansecaratimbalbalik terutamaberkaitanuntuk integritas
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politik ke arenapertahanan.Di sisi lain, sebagaipenopangutama
demokrasi,elemen-elemenmasyarakatsipil dan masyarakatpolitik
masih lemahdan cerai-beraisehinggamerekabelum cukup kuat
mengontrolsepakterjangmiliter.
DalamkonteksitulahDiamonddan Patiner(2000)menjelaskan,







transisi dari kekuasaanotodter, maka tugas untuk menciptakan
supremasisipil dalamkerangkademokrasijelasmenjadilebihberat.37
Karenaitu,membangunsupremasisipil sesungguhnyasalahsatunya
tergantungdari strategidan kualitaskepemimpinandari pihak sipil
yangsedangberkuasauntuk memanfaatkanmomentum,mengelola
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